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PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Batam  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir  ….., 10 Desember 1970, agama Islam,

pekerjaan  wiraswasta,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Atas, tempat kediaman di  Kota Batam sebagai  Pemohon;

melawan

TERMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  …..,  04  Juli  1975,  agama  Islam,

pekerjaan  Ibu  Rumah Tangga,  Pendidikan  Sekolah Lanjutan

Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di   Kota  Batam  sebagai

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 08 Agustus 2019

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Talak,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Batam,  dengan  Nomor

1587/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 18 September 2019,  dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal  04 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan  …, Kota Batam. Sesuai  Kutipan Akta

Nikah Nomor 000/008/XI/2016, tanggal  04 Nopember 2016;  
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2. Bahwa,  setelah  pernikahan  Pemohon  dengan  Termohon  bertempat

tinggal di Kota Batam;  

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut  Pemohon dengan Termohon telah

melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa  pada  awalnya menikah  kehidupan  rumah  tangga  antara

Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun

2017   keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah,

tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;  

5. Bahwa yang menjadi  penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dengan Termohon adalah;  

- Masalah ekonomi

- Bahwa, setiap terjadi perselisihan antar Pemohon dan Termohon,

Termohon selalu meminta cerai kepada Pemohon;  

6. Bahwa, Puncak pada 2018, alasannya sama di atas dan Pemohon tidak

sanggup lagi dengan sikap Termohon;  

7. Bahwa, sebelumnya  Pemohon  telah  berupaya  untuk  mengatasi

permasalahan tersebut  dengan jalan  musyawarah  akan tetapi  tidak  ada

hasil;

8. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut  di  atas,  Pemohon sudah

tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  rumah  tangga  dengan  Termohon,

maka  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Pemohon  menceraikan  Termohon

dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam; 

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon

dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum; 

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut,  Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan  yang amarnya  sebagai

berikut:

PRIMER :

 

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2.   Memberi izin kepada Pemohon (……………) untuk mengucapkan talak

satu rak’I terhadap Termohon (……………….) di depan sidang Pengadilan

Agama Batam;

3.  Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

  SUBSIDER  :

 Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  ,  mohon  putusan  yang  seadil  -

adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Termohon  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Pemohon agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Termohon, tetapi  Pemohon tetap pada dalil-dalil  Pemohonannya

untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  Pemohonan

Pemohon yang  maksud  dan  tujuannya  tetap  dipertahankan  oleh  Pemohon

dengan tambahan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi

sudah dua tahun lamanya;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  Pemohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat: 

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminudin yang dikeluarkan

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal

26 Juni 2017, telah dibubuhi materai Rp6000,00 dan diberi cap pos, oleh

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
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2. Potokopi  Kutipan  Akta  Nikah dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Bengkom  Kota  Batam  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

769/008XI/2016 tanggal  04  Nopember  2016,  telah  dibubuhi  materai

Rp6000,00 dan diberi cap pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan

aslinya ternyata cocok (P.2);

B. Saksi:

Saksi pertama bernama  …. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

tempat  kediaman  di  Kota  Batam,  sebagai  teman Pemohon di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon  tinggal di Kota Batam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak dua tahun terakhir ini tidak

satu rumah lagi, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Saksi kedua benama .. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

kediaman di  Sembulang, sebagai teman dekat Pemohon di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon  tinggal di Kota Batam;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sudah dua

tahun lamanya, Termohon yang pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan  Pemohon adalah

sebagai tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon  telah

hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Temohon tidak datang menghadap ke persidangan

dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan

yang sah, walaupun telah  dipanggil  dengan  resmi  dan patut oleh jurusita

pengganti Pengadilan Agama Batam; 

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar

mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Termohon  tidak  hadir  di

persidangan;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  dan  petitum  permohonan  Pemohon

telah  jelas  menunjukkan  tentang  sengketa  perkawinan,  dan  berdasarkan

Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  yang  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sengketa

perkawinan  merupakan  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama.

Berdasarkan  bukti  P.1  (Kartu  Tanda  Penduduk),  terbukti  bahwa  Pemohon

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam begitu juga dengan

Termohon  berdomicili  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama,  karenannya

permohonan  Pemohon telah  sesuai  dengan  kewenangan  relatif,  maka

Pengadilan  Agama  Batam  berwenang  untuk  memeriksa  dan  mengadili

permohonan  Pemohon.  Oleh  karena  itu  permohonan  Pemohon patut

dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1 dan

2,  Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.2 (Kutipan

Akta  Nikah)  yang merupakan fotokopi  dari  akta  otentik  sebagaimana dalam

Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi

tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian

memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

jo.  Pasal  301  Ayat  (2)  RBg  jo.  Pasal  1888  Kitab  Undang-Undang  Hukum
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Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  dan  sesuai  dengan

ketentuan  Pasal  7  Ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terbukti  bahwa

Pemohon dan  Termohon  suami  istri  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah,

sehingga  Pemohon dalam  perkara  ini  merupakan  pihak  yang  memiliki

kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini.  Oleh sebab itu

Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan

permohonan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  perkara  adalah,  Pemohon

bermohon  agar  Pemohon diberi  izin  untuk  menjatuhkan  thalak  satu  raj’i

terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Batam  dengan

alasan bahwa sejak  tahun 2017 keadaan rumah tangga tangga  Pemohon 

 dengan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon  yang disebabkan  masalah ekonomi, setiap terjadi

pertengkaran Termohon selalu memint cereai kepada Pemohon. Puncaknya

terjadi Pada tahun 2018 dengan alasan yang sama  dan akhirnya berpisah

rumah sudah dua tahun lamanya;

Menimbang,  bahwa  Termohon tidak  pernah  hadir  ke  persidangan

untuk menjawab  permohonan Pemohon, ketidakhadiran Termohon tersebut

dapat  diartikan  Termohon tidak  akan  menggunakan  haknya  untuk

membantah atau menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonan  Pemohon,

Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu   teman dekat Pemohon,

masing-masing telah memberikan keterangan di  bawah sumpahnya,  dengan

meyakinkan dan saling  bersesuaian bahwa antara  Pemohon dan Termohon

sebagai suami isteri tidak harmonis lagi antara  Pemohon dan Termohon telah

berpisah  tempat tinggal sudah lebih dua tahun lamanya;

 Menimbang,  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  persidangan,  Majelis

menemukan fakta sebagai berikut :
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang

sah sejak tanggal 04 Nopember 2016 dan belum mempunyai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak

harmonis lagi, antara Pemohon dengan  Termohon sudah berpisah rumah

dua tahun lamanya;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal  tersebut  Pemohon dengan

Termohon tidak  pernah  terjadi  komunikasi  dan  sudah  tidak  saling

mempedulikan lagi;

 Bahwa  perbuatan Termohon seperti tersebut di atas menunjukkan tidak

adanya keinginan Termohon untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang

bahagia dan harmonis bersama Pemohon;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta   tersebut  di  atas  menurut  Majelis

Termohon telah sengaja meninggalkan  Pemohon bertahun-tahun (dua tahun)

secara berturut-turut lamanya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap

ingin  bercerai  dengan  Termohon,  serta  dari  ketidakhadiran  Termohon  untuk

membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  kedua belah  pihak  telah  sama-sama  tidak

berkeinginan  lagi  untuk  mempertahankan  rumah tangganya  satu  sama lain,

oleh  karena  itu  hati  keduanya  dipandang  telah  pecah  dan  tidak  dapat

dipertautkan lagi;

-------  Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati  kedua belah pihak, rumah

tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan

bagi ketiganya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

demikian  perkawinan  mereka  dikategorikan  sebagai  perkawinan  yang  telah

pecah (broken marriage),  dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan

perkawinan  sebagaimana  diformulasikan  di  dalam  pasal  1  Undang-undang

Nomor  1  tahun  1974  jo  pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  Tahun  1991  dan

sebagaimana tersirat di dalam al-Qur’an surat al-Ruum ayat 21;
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Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  selalu

berupaya memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar sehingga antara

Pemohon dan  Termohon  tetap  membina  rumah  tangga,  akan  tetapi  tidak

berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk mencerakan  Termohon;

Menimbang,  bahwa  dari  pertimbangan  tersebut  di  atas  permohonan

Pwmohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam Tahun 1991, intinya menyebutkan salah satu pihak (dalam hal ini

Termohon)  meninggalkan  pihak  lain  (dalam  hal  ini  Pemohon)  diluar

kemampuannya  (Pemohon),  oleh  karenanya  permohonsn  Pemohon patut

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut tidak hadir dan ketidakhadiran Termohon bukan karena suatu halangan

hukum  yang  sah  sedangkan  permohonan  Pemohon telah  nyata  beralasan

hukum,  oleh  karena  itu  berdasarkan  ketentuan  pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan bercerai dari pihak Pemohon

dan belum pernah  bercerai, maka untuk memutus ikatan perkawinan di antara

Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’I kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (……………) untuk menjatuhkan talak satu

raj’i terhadap Termohon (……………….) di depan sidang Pengadilan Agama

Batam;

4.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  sejumlah

Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal  02 Oktober 2019 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  03 Safar 1441 Hijjah 1440 Hijriah, oleh kami Dra.

Hasnidar,  M.H.   sebagai  Ketua Majelis,  Drs.  M.  Taufik,  M.H.  dan Drs. Ahd.

Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar,

S.H sebagai Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh  Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota,

Drs. M. Taufik, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, S.H
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 50.000,00 
2. Proses Rp 50.000,00 
3. Panggilan Rp245.000,00 
4. Redaksi Rp  10.000,00 
5. Meterai Rp    6.000,00 

Jumlah Rp341.000,00
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